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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai badan
atau pejabat pemerintah berwenang dikategorikan bertindak
sewenang-wenang karena mengeluarkan kebijakan melalui izin
lingkungan yang baru bertentangan dengan putusan Mahkamah
Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Di dalam diktum putusan
tersebut  tidak diperintahkan — untuk menerbitkan ~ izin baru
melainkan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan Mewajibkan kepada
Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012
tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen
Indonesia.

2. lzin lingkungan terbaru yang diterbitkan melalui Surat Keputusan
660.1/6 2017 dianggap tidak sah dan ilegal karena berdasarkan

pertimbangan yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung
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Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak ada perintah untuk memperbaharui
izin tersebut.

3. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah melakukan
berbagai upaya sehingga tidak menjunjung tinggi asas legalitas dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga persoalan ini
hanya memandang dari segi ekonomi dan politisnya saja dalam
proses melakukan fungsi-fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kasus PT Semen Indonesia di kabupaten Rembang hanya
akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang
berpatokan kepada hukum. Bukan menyelesaikannya berdasarkan
pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi. Bahwa persoalan
izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah
merupakan bagian dari instrumen hukum sehingga dapat diselesai
melalui proses hukum juga. Dalam hal ini Presiden sebagai puncak

kekuasaan eksekutif harus menindak ketika ada persoalan kepala
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daerah yang mengeluarkan kebijakan tidak mempertimbangkan
segala aspek.

2. Pemerintah

nya tidak membatasi hak-hak

mengontrol kebijakan
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GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
PABRIK SEMEN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan penambangan dan
pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa
Tengah telah memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Amdal) yang telah mendapatkan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Gubernur Jawa Tengah
telah memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk untuk menyempurnakan Adendum Andal
dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa
Tengah untuk melakukan proses penilaian Adendum
Andal dan RKL-RPL sebagai bentuk ketaatan Gubernur
Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan Lembaga

" Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

c. bahwa Adendum Andal dan RKL-RPL telah
mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 660.1/5 Tahun 2017 tanggal 23
Pebruari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan
Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;



Mengingat

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan
Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 112);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/5

L

Tahun 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan
Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor
99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

Surat Direksi PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Nomor
13633/HK.05/261000/01.2017 tanggal 17 Januari
2017 perihal Permohonan Penilaian Dokumen Adendum
ANDAL, RKL-RPL dan Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan
Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah kepada:

Nama Pemrakarsa . PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Penanggungjawab

a. Nama : Rizkan Chandra

b. Jabatan : Direktur Utama

Alamat Kantor : Gedung Utama Semen Indonesia

J1. Veteran, Gresik, Jawa Timur
61122 Telp. (031) 3981732 Fax.
(031) 39832009.

Jenis Usaha : Industri semen (yang dibuat
dan/atau Kegiatan melalui produksi klinker).
Skala/Besaran Usaha : Industri semen kapasitas
dan/atau Kegiatan 3.000.000 ton/tahun
Lokasi Kegiatan : a. Penambangan

batugamping di Desa
Tegaldowo Kecamatan
Gunem Kabupaten
Rembang.

b. Penambangan tanah liat
serta sarana dan prasarana
di Desa Tegaldowo, Desa
Kajar, Desa Pasucen, dan
Desa Timbrangan
Kecamatan Gunem, serta
Desa Kadiwono Kecamatan
Bulu Kabupaten Rembang.

c. Pabrik dan utilitas di Desa
Kajar dan Desa Pasucen
Kecamatan Gunem
Kabupaten Rembang.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

d. Jalan produksi di Desa
Kadiwono Kecamatan Bulu
Kabupaten Rembang.

e. Jalan tambang di Desa
Tegaldowo, Desa Kajar, dan
Desa Timbrangan
Kecamatan Gunem
Kabupaten Rembang.

Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini
mencakup antara lain kegiatan :

a. Penambangan batugamping seluas 293,9 Ha;
b. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha;

c. Pembangunan dan operasional pabrik semen kapasitas
3.000.000 ton/tahun;

d. Pembangunan dan operasional jalan produksi seluas 9,4
Ha;

e. Pembangunan dan operasional jalan tambang seluas
9,58 Ha;

f. Pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)
yang terdiri dari limbah terkontaminasi B3, ban bekas,
solven bekas, belt conveyor bekas, sludge produksi,
TEG, filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran
udara, kain majun bekas dan yang sejenis, kemasan
bekas B3, slope oil/minyak bekas, minyak Kkotor,
padatan yang terkontaminasi, drillingmud sebagai bahan
bakar sintetis pada kiln di industri semen;

g Pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)
yang terdiri dari limbah terkontaminasi B3, slag
industri, clay-alumina limbah industri Petrokimia,
katalis, sludge IPAL, sludge industri, bottom ash, fly ash,
debu EAF, spent bleaching earth, dan gypsum dari
limbah industri pupuk, PLTU, MSG sebagai material
alternatif pada industri semen.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum
KESATU wajib memiliki:

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang terdiri atas :

a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan
Berbahaya Beracun);

b. Izin Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya
Beracun).

2. Izin usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan
usaha dan/atau kegiatannya.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum
KESATU wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang
dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen
Oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten
Rembang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum

KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana

diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Bupati Rembang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang;

sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dan
pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola
dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. wajib melaporkan dan konsultasi pengelolaan
dampak lingkungan hidupnya kepada instansi terkait
sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan
perubahan Izin Lingkungan apabila :

a. dalam kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik
semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup;

3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup yang memenubhi kriteria :

a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi
yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

b) penambahan kapasitas produksi;

c) perubahan spesifikasi teknik yang mempenga-
ruhi lingkungan;

d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau
kegiatan;

f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha
dan/atau kegiatan;



KEDELAPAN

KESEMBILAN

g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang
belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

b. te_rjgdinya perubahan kebijakan pemerintah yang
ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain,
sebelum dan pada waktu usaha dan /atau kegiatan yang
bersangkutan dilaksanakan;

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap
lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan
hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau
kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU wajib:

a. melaksanakan sosialisasi dengan cara yang patut
kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan
penambangan, pembangunan dan pengoperasian pabrik
semen;

b. memberikan akses kepada pejabat pengawas
lingkungan hidup untuk :

1) melakukan pemantauan;
2) meminta keterangan;

3) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

4) memasuki tempat tertentu;
S5) memotret;
6) membuat rekaman audio visual,;

7) mengambil sampel;

8) memeriksa peralatan;

9) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
dan/atau

10) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. terhadap ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, maka kepadg
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat diberikan sanksi
administratif:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;



¢. pembekuan Izin Lingkungan; atau

d. pencabutan Izin Lingkungan.

KESEPULUH ¢ Keputusan Gubernur ini dapat dibatalkan dalam hal di

kemudian hari ditemukan pelanggaran berupa:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin
mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan
izin, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data,
dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi Syarat sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Komisi AMDAL tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan

berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

SR S G (G o DRUR

12,
1.3.
14.

1558
16.

ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
_-padatanggal 23 Fewruari 2617

/ >/ GUBERNUR,JAWA TENGAH,

" GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yt

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;

Menteri Perindustrian Republik Indonesia;

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

AsistenEkonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



17.

18.
19.

Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Rembang;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.






